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Seberapa Kompetitifkah Indonesia?

Peningkatan peringkat
ñInvestment Gradeò
atau ñLayakInvestasiò
dari STANDARD AND
POORôS, FITCH
RATINGS, DAN
MOODYôS.
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Saat ini Indonesia sudah masuk dalam 
cluster ñefficiency -driven economies ò
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Å PricewaterhouseCoopers 
(PwC) memproyeksikan 
Indonesia menjadi 
emerging markets dan 
mendominasi ekonomi 
dunia pada tahun 2050 .

Å Hasil studi yang dilakukan
oleh Fahmi & Achjar
(2015) juga menunjukkan 
bahwa pertumbuhan
ekonomi di Indonesia 
akan konvergen menuju
kondisi mapan dengan 
laju 8% pertahun
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Disparitas
antar wilayah dan 

kawasan masih tinggi 

(KBI dan KTI)

Urbanisasi yang 

tinggi (53% penduduk 

tinggal pada kawasan

Perkotaan) 

Daya Saing 

Nasional
Masih belum kuat karena 

keterbatasan dukungan 

infrastruktur (termasuk 

konektivitas)

Pemanfaatan 

Sumberdaya 
belum optimal dalam 

mendukung kedaulatan 

pangan & energi

T A N T A N G A N  P E M B A N G U N A N  
I N F R A S T R U K T U R  P U P R  2 0 1 5 - 2 0 1 9
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S A S A R A N  O U T P U T  

2 0 1 5  ð2 0 1 9

K O N E K T I V I T A S

K E T A H A N A N  A I R  &  
P A N G A N

P E R U M A H A N

Akses Air Minum Layak 100 %

Kawasan permukiman
kumuh perkotaan

0 ha

Akses Sanitasi Layak 100 %

PROGRAM SATU JUTA RUMAH

ÅFasilitasi PSU untuk Rumah Tapak Layak Huni
ÅRumah Khusus
ÅRumah Susun untuk MBR
ÅRumah Swadaya30 Km

Pembangunan 
jembatan baru

2.650 km 
Pembangunan 

jalan baru

1.000 km
Pembangunan jalan tol
(pemerintah & swasta )

65
Pembangunan 

waduk

1 juta
hektar

Pembangunan 
jaringan irigasi baru

INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
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TEROBOSAN UNTUK MEMPERCEPAT

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
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UU No. 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi , Pasal 5 Ayat (5) :
Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan mengembangkan standar 
material dan peralatan konstruksi, 
serta inovasi teknologi konstruksi


